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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan:

1. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah hak milik dalam proses

pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik di Desa Lendola

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Provinsi NTT sudah sesuai

dengan PP Nomor 24 tahun 1997. Dari 44 responden yang mengajukan

permohonan pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik, 26

responden telah memperoleh sertipikat sebagai hasil dari pelaksanaan

pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik, 18 responden masih

menunggu proses penerbitan sertipikat.

2. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah hak milik dalam proses

pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik di Desa Lendola

Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Provinsi NTT telah

mewujudkan kepastian hukum karena sebagian besar responden (26

orang) telah memperoleh sertipikat.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Alor perlu memberikan penyuluhan dan

sosialisasi mengenai manfaat pendaftaran hak milik atas tanah secara

sporadik, alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dan pemetaan

 

 



75

bidang tanah serta akibat-akibatnya jika tanah hak milik belum

didaftarkan karena masih banyak masyarakat Kabupaten Alor yang

belum mengetahui tentang pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah

secara sporadik.

2. Pejabat Kantor Kecamatan Teluk Mutiara dan Kepala Desa Lendola

harus turut serta dalam membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Alor

untuk menyadarkan masyarakat tentang arti penting dari pendaftaran hak

milik atas tanah secara sporadik melalui penyuluhan dan sosialisasi.

3. Masyarakat Desa Lendola tidak hanya menunggu informasi dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Alor atau pejabat-pejabat terkait mengenai

manfaat pendaftaran hak milik atas tanah secara sporadik, tetapi secara

aktif bertanya ke Kantor Pertanahan.
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